PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG RAMPASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI
MENGGALA

(Tesis)

Oleh
RICCA YULISNAWATI

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016



ABSTRAK

PERAN JAKSA DALAM EKSEKUSI BARANG RAMPASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI
MENGGALA

Oleh
RICCA YULISNAWATI

Proses eksekusi terhadap barang rampasan untuk negara yang telah diputus hakim
pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), idealnya adalah 4
(empat) bulan, tetapi pada kenyatannya eksekusi Putusan  Nomor:
118/Pid.B/2011/PN.Mgl baru dapat dilaksanakan 3 (tiga) tahun kemudian.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran jaksa dalam
eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala
dan mengapa terjadi hambatan Jaksa dalam mengeksekusi barang rampasan tindak
pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala?

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.
Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.
Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, Klasifikasi data dan
penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak
pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala lebih dominan sebagai peran
faktual, karena didasarkan pada fakta yaitu jaksa mengeksekusi asset terpidana
narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala berupa 1 (satu) unit
mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BK 1035 JB dan 2 (dua) unit Handphone
merk Nokia Type 1112 yang dirampas untuk Negara. Faktor-faktor penghambat
jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri
Menggala: Substansi hukum, yaitu tidak berjalannya Pasal 39 KUHP dalam praktik
dilapangan apabila barang tersebut berhubungan dengan finance (pihak ketiga)
selaku pemegang hak jaminan fidusia dan tidak adanya aturan khusus yang
mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP. Penegak hukum, vyaitu
keterlambatan penerimaan putusan dari institusi pengadilan dan masih kurangnya
optimalnya pelaksanaan tugas Kejaksaan. Sarana dan fasilitas, yaitu tidak ada
khusus bagi barang rampasan yang akan dilelang dan belum ada Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Saran dalam penelitian ini adalah: Agar pemerintah segera merumuskan peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan barang rampasan
yang terkait jaminan fidusia. Hendaknya Kejaksaan mengalokasikan anggaran
tahunan untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan.

Kata Kunci: Peran Jaksa, Eksekusi, Narkotika



ABSTRACT

ROLE OF THE PROSECUTOR IN EXECUTION OF CONFISCATED
CRIME OF NARCOTICS IN STATE ATTORNEY
OF MENGGALA

By
RICCA YULISNAWATI

The execution of the booty to the state court judge who had been cut off and have
permanent legal force (inkracht), the ideal is four (4) months, but in reality the
execution of Decision No. 118 / Pid.B / 2011 / PN.Mgl will be implemented 3
(three) years later. The problem in this research is: How is the role of the prosecutor
in the execution booty narcotic crime in the District Attorney Menggala and why
prosecutors obstacles in executing booty narcotic crime in the State Attorney
Menggala?

The approach used is normative and empirical juridical approach. Data collected by
literature study and field study procedures. The data processing is done with the data
selection process, classification of data and compilation of data. The data were
analyzed qualitatively.

The results showed: The role of the prosecutor in the execution booty narcotic crime
in the State Attorney Menggala more dominantly as a factual role, because
Prosecutor in the execution of convicted drug assets of 1 (one) unit of Toyota
Avanza black No.Pol. BK 1035 JB and two (2) units of Mobile brand Nokia Type
1112 that are confiscated for the State. Execution of District Court Menggala
implemented with procedures that Penitera mengirimkkan copy of the letter to the
prosecutor's decision. Factors inhibiting the prosecutor in execution booty narcotic
crime in the State Attorney Menggala: The substance of the law, namely the
ineffectiveness of Article 39 of the Criminal Code in the practice field if the goods
are related to finance (third party) as the holder of rights fiduciary guarantee and the
absence of specific rules set auction booty in the Criminal Code. Law enforcement,
namely the delay in receipt of the decision of the judiciary and the lack of optimal
implementation of tasks Attorney. Facilities and amenities, are nothing special for
the spoils to be auctioned and no State Foreclosed Home Storage Objects.

Suggestions in this study are: For the government to formulate legislation that
specifically regulates the management of the spoils associated fiduciary. Attorney
should allocate an annual budget to be used as maintenance budgets booty.

Keywords: Role of Attorney, Execution, Narcotics
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai
aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses
pembangunan nasional. Maraknya penyalah gunaan narkotika tidak hanya terjadi
di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah
Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai
tingkat sosial ekonomi atas. Kejahatan narkotika tersebut dipengaruhi pengaruh
kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya
keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka
waktu cepat. Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik
pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh
lapisan masyarakat Indonesia untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan

tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana narkotika tidak terlepas
daripada peran serta dan pelaksanaanya oleh para penegak hukum itu sendiri
yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. Untuk
lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan

! Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri
dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana lImu, Surakarta, 2002, him. 4.



kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN
tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang
Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan

Narkotika Kabupaten/Kota.?

Peran Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang, jadi antara kejaksaan dengan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serta kewenangan lain tidak terpisahkan satu sama lain. Pengertian
Penuntut Umum dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.®

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Putusan hakim terhadap perkara pidana narkotika tidak hanya memuat

penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa saja, jika terdapat barang bukti

2 Siswanto S., Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,
him. 2

® M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan
Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, him 365



yang digunakan selama proses pembuktian di persidangan, maka putusan hakim

tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti yang ada.

Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan perkara dengan acara biasa, dan
akhirnya menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan pengadilan, tergantung
hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari
surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam

pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Putusan hakim pengadilan terhadap perkara narkotika yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap (Inkracht), Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan
hakim dengan mengeksekusi pidana penjara terhadap terpidana dan barang
bukti. Putusan hakim Pengadilan terhadap barang bukti dapat dilakukan dengan
cara yaitu dikembalikan kepada yang berhak menerima, dirampas untuk

dimusnahkan atau dirampas untuk negara.

Peraturan mengenai barang rampasan ini di antaranya terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 butir (16),
Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 273 Ayat

(3) dan Ayat (4) KUHAP.

Pasal 1 butir (16) KUHAP menjelaskan bahwa Penyitaan adalah serangkaian

tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah

* M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
him. 347



penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud

untuk kepetingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.”

Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau
kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau
kepada mereka yang paling berhak apabila:

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata
tidak merupakan tindak pidana;

c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau
perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh
dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan
suatu tindak pidana.”

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan
penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang
disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim
benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak
sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut
diperlukan sebagai barang bukti perkara lain.”

Pasal 39 KUHP mengatur bahwa benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan
antara lain:
(1) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan
delik;
(2) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik;
(3) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik;
(4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang
dilakukan.
Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) KUHAP mengatur: dalam hal benda sitaan terdiri
atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak
mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang
bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya

penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan

persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

% Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 1996 him.144.



a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum,
benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh
penyidik umum atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh
tersangka atau kuasa hukumnya

b. apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut
dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin
hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh
tersangka atau kuasa hukumnya

Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP, jika putusan pengadilan juga
menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian
sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa mengusahakan benda tersebut ke
kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang
hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Pasal 273 Ayat
(4) KUHAP menyebutkan jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (3)

dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Pengaturan lainnya terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-
089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan tanggal 5 Agustus 1988,
yang menyebutkan bahwa di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan
bahwa benda-benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah
dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik dan benda lain yang
mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan seperti yang

disebutkan di dalam Pasal 39 KUHP pada point 1 dan 4.°

Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-

089/J.A/8/1988 ini menyebutkan bahwa:

® Kejaksaan Agung RI. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Kejaksaan Agung RI. Jakarta
1988 him. 1208 — 1209.



Pasal 12: Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang menguasai barang rampasan terkena
larangan impor dan dilarang untuk diedarkan segera melaporkan kepada
Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan untuk
penyelesaian selanjutnya.
Pasal 13: Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang
rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 14: Jaksa Agung Republik Indonesia dengan pertimbangan khusus
dapat menempatkan barang rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak
sampai tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”™’
Surat Edaran Nomor: SE- 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang
Rampasan secara garis besar menyebutkan tentang adanya tenggang waktu di
dalam penyelesaian barang rampasan, baik pihak-pihak yang diberi kuasa oleh

Pengadilan terhadap penyelesaian barang rampasan tersebut, serta tata cara

pelaksanaan lelang barang rampasan.®

Barang rampasan narkotika yang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu
apabila dalam suatu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang akan
diajukan untuk dimusnahkan permohonan izin pemusnahan diajukan ke

Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak menerimanya dibuatkan
Berita Acara Pengembalian yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum dan
Penerima Barang Bukti. Selain dibuatkan Berita Acara Pengembalian pemegang
barang bukti dari penerima barang bukti wajib menandatangani Kartu Barang

Bukti setelah ia menerima kembali barangnya.

" 1bid. him. 1210.
8 Ibid, him. 1211.



Terhadap barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil, maka pemilik
atau yang berhak berdasarkan Keputusan Pengadilan dipanggil kembali secara
sah dan diberitahukan melalui mass media dan/atau diumumkan melalui Kantor
Pengadilan Negeri, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain. Sesudah 6 (enam)
bulan sejak putusan menjadi tetap tidak diambil oleh yang berhak menerimanya,
barang bukti dilelang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 1947 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948.

Perkara narkotika yang telah diputus oleh hakim pengadilan, dimana menurut
putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang
Penyelesaian Barang Rampasan, bahwa barang kepunyaan si terhukum yang
diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan

kejahatan dapat dirampas untuk negara dengan cara dilelang.

Salah satu contoh kasus narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di
wilayah hukum Kejaksaan Negeri Menggala atas nama Rd Bin Rs, berdasarkan
putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 118/Pid.B/2011/PN.Mgl
tanggal 15 Juni 2011 dengan amar putusan: Menyatakan terdakwa Rd bin Rs
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“tanpa hak membawa, mengirim dan mengangkut narkotika golongan I dalam

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak



dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan terdakwa tetap berada
dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota
Avanza warna hitam No.Pol. BK 1035 JB dan 2 (dua) unit Handphone merk
Nokia Type 1112 dirampas untuk negara; 145 (seratus empat puluh lima)
bungkus dau ganja seberat 142 kg dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan

biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).®

Issu hukum dalam perkara ini adalah secara ideal proses eksekusi terhadap
barang rampasan untuk negara yang telah diputus hakim pengadilan dan
memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), khususnya di Kejaksaan Negeri
Menggala yang diajukan untuk dilelang, dimana seharusnya lelang dilaksanakan
4 (empat) bulan setelah putusan inkracht sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor:
KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, tetapi lelang baru
dapat dilaksanakan 3 (tiga) tahun kemudian setelah putusan memiliki kekuatan
hukum tetap (inkracht). Jaksa terhadap putusan tersebut mengeksekusi barang
rampasan negara pada tanggal 23 November 2014 atau kurang lebih 3 (tiga)
tahun setelah putusan inkracht. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Kejaksaan juga dihadapkan pada hambatan dalam eksekusi barang rampasan
hasil tindak pidana, yaitu keterlambatan penerimaan putusan pengadilan.

Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai hal, namun yang paling berperan

° Disarikan dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 118/Pid.B/2011/PN.Mgl tanggal 15 Juni
2011



besar disebabkan kelalaian dari Panitera Pengadilan Negeri. Peran panitera
dalam hal ini sangat vital, sebab kesalahan sedikit apapun yang dilakukan oleh

panitera akan berdampak besar pada saat eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dalam Tesis yang
berjudul: Peran Jaksa dalam Eksekusi Barang Rampasan tindak pidana narkotika

di Kejaksaan Negeri Menggala.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana
narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala?

b. Mengapa terjadi hambatan Jaksa dalam mengeksekusi barang rampasan

tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan objek
kajian mengenai peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana
narkotika dan faktor penghambat jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak
pidana narkotika. Lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri

Menggala dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk menganalisis peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak
pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala

b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat jaksa dalam eksekusi barang

rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara
praktis sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu
hukum pidana, khususnya kajian peran jaksa dalam eksekusi barang
rampasan tindak pidana narkotika dalam kerangka penegakan hukum pidana
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan bagi aparat
penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak narkotika

di masa yang akan datang.



D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir
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Penuntutan dan Dakwaan
(Penuntut Umum)

v

Sidang Pengadilan
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>

Eksekusi Barang Rampasan
Tindak Pidana Narkotika
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\4

\4
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Peran Jaksa dalam
Eksekusi

Faktor-Faktor Penghambat
Peran Jaksa

Teori Peran

Teori
Faktor Penghambat
Penegakan Hukum

4

Simpulan
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2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau
dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya
penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Berdasarkan pendapat Soerjono Seokanto, peran diartikan sebagai seperangkat
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat
yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu
wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan
kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka
seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai
pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang
untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau

tugas.'?

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau
perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku
suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan
kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan

sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan

19 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. him.242



13

dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan

suatu proses keberlangsungan.™

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek
sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
masyarakat.

2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.'?

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak
dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang
dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang

yang memangku jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau
kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.™®

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peran dapat dikelompokkan menjadi
peran normatif, peran ideal dan peran faktual sesuai dengan kedudukan

seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.

1 1bid. him.243
12 1bid. him.244
3 1bid. him.244
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Terkait dengan peran tersebut maka Keberadaan institusi Kejaksaan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU
Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang **

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang
menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain.
Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut
Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan mengenai
pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak
sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang. Oleh karena itu selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi
kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara,
Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai
kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan
yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau

tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping

1% Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif

Hukum. Ghalia Indonesia. 2007. him. 127.
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sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya
instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Undang-Undang
Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga
negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas

profesionalnya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas,
fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah
amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan
wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi
yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan
wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan

tersebut. °

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan
tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu
berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam
beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia,

yaitu:

15 1bid. him. 128.
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(1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a.
b.

C.

d.

e.

Melakukan penuntutan

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kkejaksaan turut
meyelenggarakan kegiatan:

a.
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

C.

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

=h @D

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
Pengawasan peredaran barang cetakan;
negara;

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap

tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana

tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan

dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam

ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagiana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Jo.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.
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Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk
menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau
tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau
disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau

dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan
wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan
kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau
instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-
hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi
menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam
masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum
merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi

kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor
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lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus

diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.*

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagali

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang
dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan
kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak
mungkin menjalankan peran semestinya.

Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum
yang baik.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.*’

18 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1983. him.7
" Ibid. him.8-10
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3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian'®. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan
pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia
menjalankan suatu peran®

b. Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta
wewenang lain berdasarkan undang-undang.

c. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan
yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak
yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang
kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga
putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.?

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

'8 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103
19 Soerjono Soekanto. Op Cit. 2002. him.243
% Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hIm.14
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pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan
sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku®*

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan
melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum?

f. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang
sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada
seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara
mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses
penjatuhan hukuman itu sendiri.®

g. Benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi
dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi
yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang
bukti dalam perkara atau proses peradilan.?*

h. Narkotika berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

2! Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 46.

%2 gatjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25

% Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011
him.68.

2 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia. Gramedia. Jakarta. 2003. him. 12.
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penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

i. Penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan
(library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-
teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian.

b. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer,
yaitu sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian
langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara

terhadap responden atau narasumber.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi

kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan

mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan

dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

a)

b)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor
73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat

menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

a)

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang

Penyelesaian Barang Rampasan
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c) Surat Edaran Nomor: SE- 03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian

Barang Rampasan

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai

sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal

penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala : 2 orang
b. Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala : 1 orang
c. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+
Jumlah : 4 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1)

2)

Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan serangkaian
kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku
literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan (Field Research) dilakukan sebagai usaha

mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna
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memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan

dengan cara:

(@) Observasi  (observation), vyaitu melakukan pengamatan dan
pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.

(b) Wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada
responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara
yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan
data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Kilasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-
kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang
benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3) Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang
saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu

pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun
secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode
induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik

kesimpulan yang umum.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri
dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi
pengertian tindak pidana, pengertian tindak narkotika, tinjauan umum tentang
kejaksaan, peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, dan eksekusi putusan

pengadilan.

Bab Ill Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan
pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari
andlisis peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di
Kejaksaan Negeri Menggala serta faktor-faktor penghambat jaksa dalam
eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri

Menggala.

Bab 1V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil
analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi
masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang

dilakukan?®

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.?

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi
berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan
merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga
masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-

lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,

? Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 19

% p_AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
1996. him. 16.
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lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak

pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk
tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya
maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban
tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam
undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat

maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi
masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang

dilakukan?®

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

" Ibid. him. 17.
% Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta
2001. him. 22
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Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno

mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat
pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang,
dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang

ditimbulkan olehnya”. 29

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik
untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang. *° Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang
bersifat umum mengenai strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada
suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya™

% Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.him. 34
% Ridwan A. Halim. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. him. 31.
1 p_A.F. Lamintang, Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1984. him.
172
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Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian
dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis
seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah
hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau
pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana
dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik,
sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan
pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini
bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti
khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan

- 32
sebagai hukuman”.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “strafbaarfeit” untuk
mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan
perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat
tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut,

seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit adalah sebagai
berikut: Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang
dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. ** Sedangkan pendapat Pompe

mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut: Strafbaarfeit itu dapat

%2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987. him. 37.
% Ibid., him. 38.
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dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja

dilakukan oleh pelaku. **

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-
syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur
tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang
dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai
dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya

pemberian pidana. *°

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons
ialah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld );

Melawan hukum (wederrechtelijk);

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon.

® 00T

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian
membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit.
Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang
kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu
bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa). Menurut Van

Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

* Lamintang, Op.Cit . 1984. him. 173-174.
% Ibid., him. 36.
% Ibid., him. 32.
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o})

. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
b. Bersifat melawan hukum;
c. Dilakukan dengan kesalahan, dan

d. Patut di pidana. *’

Upaya untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila
seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada
seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi
unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan
adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (criminal act)
dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (criminal responbility).
Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

1) Perbuatan manusia;

2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil),

dan

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).*

Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada

perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

1) Syarat melekat pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

2) Syarat melekat pada orang yaitu mampu bertanggung jawab dan dolus atau

culpa (tidak ada alasan pemaaf)”. 39

3" 1bid., him. 33.
% 1bid., him. 34-35.
% 1bid., him. 35-36.
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Dikemukakan oleh Vrij bahwa unsur-unsur delik yang sudah tetap, ialah bersifat
melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann
penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur
lain, sedangkan unsur dimaksud adalah unsur sub-sosial” yaitu semacam
kerusakan dalam ketertiban hukum (deuk in de rechtsorder). Ada empat
lingkungan yang terkena oleh suatu delik, yaitu:

a. Si pembuat sendiri: ada kerusakan (ontwrichting) padanya;

b. Si korban: ada perasaan tidak puas;

c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat;

d. Masyarakat umum: perasaan cemas. *°

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya
dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, Yyaitu unsur-unsur
subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri
si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di
dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-

keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. **

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud

dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

“*Ibid., him. 39.
! Lamintang, 1984. Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. him. 183.
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Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan

lain-lain;

. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP;
Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan

tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

a.

b.

C.

Sifat melanggar hukum;
Kualitas si pelaku;
Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. **

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib

hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

B. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

2 1bid., him. 184.
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menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan
mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan
gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan,

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). **

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor
pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari
sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat
psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan

perilaku, perasaan, dan pikiran**

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan |
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan
tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi
menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja).

b. Narkotika Golongan Il
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir
dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh:
morfin, petidin).

c. Narkotika Golongan Il1
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi
atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi
ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein) *°

*® Dharana Lastarya, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006, him.15.
* Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri
dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2009, him.2.

* Ibid. him.3.
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Pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat
dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain
pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk
dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat
dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok
sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan

pidana denda.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:
a. Menjamin Kketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah
Guna dan pecandu Narkotika.
Fenomena penyalahgunaan, perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan
terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan
internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh
dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah
memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan

sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari

makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi. *°

Permasalahan narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang

saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (illicit drug

“® Erwin Mappaseng, Op.Cit, him.2.
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production), adanya perdagangan gelap narkotika (illicit trafficking) dan adanya

penyalahgunaan narkotika (drug abuse).*’

Berdasarkan uraian di atas, kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan
narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi,
globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku
untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam
situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksi mendorong

perdagangan gelap narkotika akan semakin marak.

Menurut Dharana Lastarya® kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya
menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan
seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan
penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini

sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

Pemberantasan perdagangan gelap narkotika merupakan masalah nasional,
karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan
nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota
besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik
Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial

ekonomi atas.

47 H
Ibid, him.2.
“® Dharana Lastarya, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006, him.15.
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Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang dimaksud dengan penyalahguna
narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau
melawan hukum. Selanjutnya Pasal 35 UU Narkotika, menyatakan bahwa
peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara
menyeluruh  (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar
penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai
sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat
diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam

mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.*

Menurut Pertimbangan huruf (c) UU Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan
obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula
menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan
atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.
Menurut huruf (d), tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang
dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih,

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan

* Erwin Mappaseng, Op. Cit., him. 2.
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korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan
apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan
yang Kketat dan saksama. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang
berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus
ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena
penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu
yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan dan penyalahgunaan narkotika di
Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah berada pada
ambang mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi melalui penegakan hukum
yang tegas dan komprehensif oleh seluruh komponen aparat penegak hukum

dalam kerangka sistem peradilan pidana.

C. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut
ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
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negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang.*

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan
kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang
yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi,
perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi
kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara,
Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai
kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan
yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau
tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan
selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi
pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan
memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam

%0 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif

Hukum, Ghalia Indonesia, 2007, him. 127.
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melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan

melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas,
fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah
amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan
wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi
yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan
wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan

tersebut. >

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan
tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu
berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam
beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia,
yaitu:
(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;

%L Ibid, him. 128.
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d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut
meyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara;

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

=h @

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa
Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana
tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan
dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam
ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagiana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk

menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau
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tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau
disebabkan oleh hal-hal yang dapat membaahyakan orang lain, lingkungan atau

dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan
wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan
kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau
instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan
melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan
instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan
Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan
peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam
mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa

setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.
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Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk
menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban
kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi

kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun
demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks
sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan
kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan
demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran
yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. >

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

52 Marwan Effendy, Op.Cit., him. 135.
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4. Fungsi Kejaksaaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang
Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015,
Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

(1) Perumusan Kkebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

(2) Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana,
pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta
pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;

(3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan
keadilan di bidang pidana;

(4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang
ketertiban dan ketentraman mum, pemberian bantuan, pertimbangan,
pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha
negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian
hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang
ditetapkan Jaksa Agung;

(5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat
perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan
Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang
dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

(6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan
peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum
masyarakat;

(7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan,
baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan
hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi
dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah
ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang
ada di KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat

penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
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Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa
penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

(1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut di-
laksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melak-
sanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan
Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan
secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat
sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan
penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

(2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai
jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas,
dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, di-
tentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian,
usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan
menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

(3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana
tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-
undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk
melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata
usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama
negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam
pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela
kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan
melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan

penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004



46

tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa
membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta

badan negara atau instansi lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,
seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

(1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran
hirarki;

(2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;

(3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;

(4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang
hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan
martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU
tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung

bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi

keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana

diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia
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(1) Melakukan penuntutan;

(2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap

(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

(4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

(5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa
adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara
perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur

Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
D. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai
posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja
atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan
kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan
sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan
tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak
sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. >

%% Soerjono Soekanto. Op.Cit. him.242
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Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau
perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku
suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan
kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan
sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan
dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan

suatu proses keberlangsungan.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau
kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.>

Terkait dengan peran tersebut maka Keberadaan institusi Kejaksaan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU
Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang *®

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban

* 1bid. him.243
*® 1bid. him.244

% Marwan Effendy, Op.Cit. him. 127.
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kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi

kejahatannya. °’

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun
demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks
sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan
kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan
demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran
yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 8

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model

kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang

5 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,
Jakarta, 1994, him. 12-13.

%8 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 2.
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melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan
meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu
keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk
menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah
bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam
suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan
kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat. *°

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum
pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana,
dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian
akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan
pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due
process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi
proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang
adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan
hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal
arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau

perundang-undangan secara formil.*°

59 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him. 7.

60 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 1997, him. 62.
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Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap
batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi
pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia
untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk
didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi
penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan
dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang

tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut
ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara
pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin
penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan
hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah
mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan
sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula
penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan
kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya
terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan
sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan

dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti
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gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang satu sama lain berada dalam

ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a.

Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum
(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai
institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem penegakan hukum.

Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik
hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai
dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga
masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan
atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam
melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. ®*

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam

lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama

membentuk suatu integrated criminal justice system.

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a.

b.

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam
kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan pidana.®

%1 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 6.
62 ..
Ibid, him. 7.
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Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen
dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena
peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal
(criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum
pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari
penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan
pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai the network of court and
tribunals which deal with criminal law and it enforcement. (jaringan peradilan

pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya
merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu
subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.
Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu
subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya.
Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem
menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu
komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa
diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini
harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat
elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun
sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan

yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. *

%3 Ibid, him. 8.
%% Ibid, him. 9.
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Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan,
proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan
dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan
terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah
meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum
tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan
penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat

terhadap unsur-unsur dasar tersebut. ®

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan
oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses
kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka
pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana

sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan
berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek
adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum
pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam
rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non

%5 Ibid, him. 10.
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hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila
sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan
dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.®®

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-
undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak
hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh
masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana
bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan
mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat
terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur
penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan
pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan
antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan

kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum.

E. Eksekusi Putusan Pengadilan

1. Konsep Dasar Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang
sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang

bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau

66 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him. 22-23.
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tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus

dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. ¢’

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat
kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan
seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon
pertangguhan menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana
terhukum berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya
keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi
menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum

yang biasa telah ditempuh.®®

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran tertuduh atau in absentia merupakan
kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada tertuduh secara
pribadi atau di mana tertuduh hadir pada persidangan menurut jangka waktu
yang telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai
dengan dinyatakannya kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman
dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan
pengadilan. Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan
delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini  berakibat
ditangguhkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya
permohonan grasi. Dalam hal dimohon banding dari putusan Pengadilan Negeri

oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat

87 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.him.14
% |bid, him.15.
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dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam perbandingan oleh

Pengadilan Tinggi.®

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera
mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi
putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima
salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal
8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada
jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara

dengan acara singkat paling lama 14 hari.”

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi
pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam
ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti
penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan
sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu
perkara boleh melaksanakan putuan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4
UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan
kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan
menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan
putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau

Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan

% HMA Kuffal. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. UMM Press, Malang, 2007, him.62.
" Ibid, him.63.
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belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu
keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-
hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima
surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya

putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.™

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHAP
sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP
disamping ketentuan ini dengan stbld 1945 no. 123 ditentukan bahwa pidana
mati sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan
jalan tembak mati. Menurut Pasal 329 HIR pidana mati dilakukan dihadapan
Jaksa yang menurut perkara yang kemudian mengakibatkan dijatuhkannya
pidana mati itu. Diusahakan agar pelaksanaan pidana mati tidak sampai dilihat
oleh umum. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini selanjutnya diatur dengan
Penetapan Presiden No. 2/1964 LN. 1964 No. 38 tanggal 27 April 1964
sebagaimana mestinya. Dalam tata cara pelaksanaannya ditentukan bahwa
pidana mati dilakukan dengan penembakan, atau mungkin jika tidak ditentukan
lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati tersebut dilaksanakan disuatu
tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam
tingkat pertama sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (4). Dalam ketentuan
selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu: “Kepala Polisi Komisariat Daerah
(Kapolda: yang sekarang) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2,
setelah mendengar nasihat jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab untuk

pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.” Dan

™ 1bid, him.64.
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kemudian ketentuan Pasal 4 menyatakan: “Kepala Polisi tersebutlah yang
menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu. la
bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati.
Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggungjawab atas pelaksanaannya.” Dengan cara yang
sesederhana mungkin pelaksanaan tersebut dilaksanakan seperti halnya
pelaksanaan dalam Pasal 329 HIR dimuka, terkecuali ditetapkan oleh Presiden.
Untuk pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHAP sama dan

menurut undang-undang.

Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1
pasal saja, yaitu Pasal 273 Ayat (1): “Jika putusan pengadilan menjatuhkan
pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk
membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang
harus seketika dilunasi”. Pasal 273 Ayat (2) menyatakan jangka waktu tersebut
dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan
pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat
melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana
kurungan. Kita juga dapat melihat dalam peraturan lama (HIR) pada Pasal 379,
dikatakan bahwa “upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela
dan wakil, tidak boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara,
tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang
yang demikian itu atau berwakil kepadanya”. Oleh karena pemanggilan saksi-

saksi, ahli juru bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan

2 Andi Hamzah. OP.Cit. him.15-16
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dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu

ada pada jaksa dan hakim.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutannya (requisitoir).
Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana
pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 Ayat (1i)
KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa
beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun karena tidak diatur
pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan

oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar
biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa
meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk
membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan,
tidaklah tepat semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237
dan seterusnya HIR). Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi,
penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan
pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah
(delik ekonomi, korupsi, dan narkotika) subsidair 10 bulan kurungan berarti
setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar
selurun denda tersebut atau separuhnya secara berimbang. Mengenai
pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda

tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual
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lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa,

(Pasal 273 Ayat (3) KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau
untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 Ayat (2)
KUHAP). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita
acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku-buku dan
barang-barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar,
sedangkan senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang
dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara

putusan perdata atau melalui juru sita.”

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan
hukum pidana sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan
kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa
kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk
peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-
undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya
guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana).
Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai
Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan
serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat
oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat
penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya
guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

" 1bid. him.17-18
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Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-
aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana
bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah
dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah
ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan
yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana
pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada
Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-
Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

2. Macam-Macam Bentuk Eksekusi

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

a.

Eksekusi pidana denda

Jika putusan pengadilan menjatuhka pidana denda, kepada terpidana
diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali
dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal
273 Ayat (1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA
No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan
perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 Ayat (1) KUHAP harus
diartikan: a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan
diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b.
Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan,
maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa
diberitahukan kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka
waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu
bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling

lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar

" Badra Nawawi Arief. Op.Cit. him. 12-13.
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oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana

kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 Ayat (2) KUHP).”

b. Eksekusi barang rampasan untuk negara
Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas
untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa
menguasakan benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang
Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya
dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka
waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu)
bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor

Lelang Negara (Pasal 273 Ayat (3) dan (4) KUHAP)."

c. Eksekusi biaya perkara
Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya
perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.
Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-
sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam
satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti
kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan
penjelasannya). Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar
biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (222

"8 Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 81
" Ibid, him. 82
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KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan
jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/
pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila terpidana tidak mau
membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian barang milik
terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan
terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya
berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI
yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan

penghapusannya kepada Jaksa Agung.”’

d. Eksekusi pidana bersyarat
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a Ayat (1) Jo
14d Ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan
serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang
(Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia
57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan,
pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana

bersyarat.”

e. Eksekusi pidana mati
Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka
pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka
umum (Pasal 271 KUHAP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP

Pasal 11 pelaksanaan hukuman/pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat

" Ibid, him. 83
"8 Wiryono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur Simanjuntak, Bandung.
1990. him. 115
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penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan
mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan
tempat orang itu berdiri. Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak
tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-
Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang
Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum
Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal
13 UU No. 22 TH. 2002). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan,
maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di
lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai

mati. "®

3. Biaya Perkara

KUHAP hanya menyebut tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana
perhitungannya, dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana
membayar biaya perkara, dan bagaimana menagihnya. Dua pasal yang menyebut
biaya perkara itu, yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di
bagian pelaksanaan keputusan. Dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP vyang
mengatur apa yang harus dimuat suatu putusan pada huruf i menyebut:
“ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan

jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti.” 80

" eden Marpaung. Op.Cit. him. 84.
8 Nikolas. Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. him.
19.
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Ketentuan kedua yaitu Pasal 275 KUHAP, menyatakan bahwa apabila lebih dari
satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti
kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang. Di sini ada perbedaan
dengan peraturan lama (HIR), karena menurut HIR, pembayaran biaya perkara
ditanggung oleh terpidana secara sendiri-sendiri (Hoofdelijk). Jadi, masing-
masing bertanggung jawab membayar keseluruhan biaya perkara. Juga HIR jelas
mengatur bahwa setiap orang yang dipidana harus dipidana pula membayar
biaya perkara (Pasal 378), jadi bersifat imperatif. Hanya orang yang dibebaskan
(vrijkspraak) dan yang lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts

vervolging) yang tidak membayar biaya perkara.®

KUHAP maupun HIR tidak mengatur sanksi jika biaya perkara tidak dibayar.
Jadi, jelas merupakan piutang negara (perdata). Kemudian tidak jelas pula
bagaimana memperhitungkan besarnya biaya perkara itu. Kegiatan-kegiatan apa
yang diperhitungkan untuk biaya perkara. Untuk itu, perlu kita bercermin pada
hukum acara pidana Belanda (Ned. Sv) yang mengatur lebih jelas dalam Pasal
581: (....semua biaya yang timbul karena pemanggilan dan ganti kerugian saksi-
saksi dan ahli-ahli, pelimpahan berkar perkara, dan biaya perjalanan untuk
menghadiri sidang peradilan, dengan kecuali biaya-biaya yang tidak perlu). Patut
disebut di sini bahwa sebagai dasar jaksa menagih biaya perkara, harus

dinyatakan hal itu dalam suatu surat perintah bevel schrift.®?

8 1bid. him. 20.
8 1bid. him. 21.
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4. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

Pada saat dan selama si terpidana menjalankan hukumannya menurut putusan
pengadilan yang telah dieksekusi oleh jaksa, masih juga ada aturan pengawasan
dan pengamatan terhadap pelaksanaan itu. Aturan detil teknis untuk itu
ditentukan dalam KUHAP Pasal 277-283, di antaranya diatur bahwa setiap
pengadilan harus memiliki dan menunjuk khusus hakim yang diberikan tugas
membantu ketua pengadilan. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan
dan pengamatan terhadap setiap putusan pengadilan itu yang menjatuhkan
hukuman perampasan kemerdekaan seperti pidana kurungan, penjara, pidana
bersyarat, dan sebagainya. Dengan tugas itu, dia disebut sebagai hakim
pengawas dan pengamat yang ditunjuk bertugas paling lama dua tahun. Tugas
pengawasan dan pengamatan itu sudah dimulai sejak jaksa menyampaikan
tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukannya.
Berita acara itu harus dicatat oleh panitera di dalam register pengawasan dan

pengamatan.®

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh
kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan
penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh
dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta
pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Pengematan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani

® Hendrastanto, dkk. Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta,
1987, him. 98
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pidananya. Pengawasan dan pengamatan tersebut berlaku juga bagi terpidana
bersyarat (Pasal 280 KUHAP). Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat
Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau
sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan
hakim tersebut. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim
pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282

KUHAP).2

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan
Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP).
KUHAP merumuskan secara eksplisit bahwa pengawasan dan pengamatan oleh
hakim itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah
benar-benar dilaksanakan (Pasal 280). Hasil yang diperoleh dari pengawasan itu
akan menjadi bahan penelitian untuk memperoleh manfaat apakah yang dapat
ditemukan dari pemidanaan itu terhadap perilaku si narapidana. Dari hasil
penelitian itu, akan dapat pula diketahui bentuk dan cara pembinaan apa yang
lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik terhadap cara hidup si
terpidana selama dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan.
Bahkan, bisa jadi hasil penelitian itu pun akan berguna juga sampai dengan
setelah si terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat.
Untuk maksud seperti itulah maka hakim pengawas dapat meminta kepada atau
diberikan sebagai laporan oleh kepala LP secara berkala atau sewaktu-waktu

mengenai perkembangan perilaku dan pembinaan yang diberikan kepada si

& 1bid. him. 99.
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terpidana. Konsultasi dan konseling koordinatif antara hakim pengawas dengan
kalapas dapat dilakukan terhadap cara pengawasan dan pembinaan terpidana

tertentu dengan mengetahui kelakuan khusus dalam melaksanakan hukumannya.

Ketentuan KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan di atas itu
menunjukkan bahwa hukum acara pidana yang dianut Indonesia kini, tidak lagi
bertujuan untuk menghukum sebagai balas dendam atas kejahatan si terpidana.
Hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan telah ditinggalkan sebagai bagian
peradaban hukum masa lalu. Ajaran hukum terkini yang dianut Indonesia adalah
bahwa pelaksanaan hukum merupakan satu rehabilitasi dan reintegrasi bagi
terpidana agar kembali hidup normal ke dalam peradaban masyarakat umum.
Dengan ajaran yang diyakini itu, maka yang dulunya penjara telah diganti nama

jadi lembaga pemasyarakatan (LP).

Nuansa substansi dalam konsep LP menjadi sebentuk klinik penyembuhan
penyakit masyarakat dalam bentuk kejahatan yang diidap oleh si terpidana.
Jumlah dan lama hukumannya menjadi sebentuk resep obat dengan kadar
kualitas tertentu, yang jika resep itu telah dipenuhi, maka seharusnya orang yang
bersangkutan sudah akan sehat, normal, kembali ke masyarakat setelah keluar
dari LP. Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap
pelaksanaan putusan maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yang
diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga
pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan

di situ dapat dijembatani. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana
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sebagai narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan

yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim KUHAP

adalah sebagai berikut:

a.

Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga
pemasyarakatan, terpidana, dan kepada pengadilan yang memutus perkara
tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).

Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan
pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup, dan ditandatangani oleh
panitera setiap hari kera dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim
pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh
kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim
tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi
pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan
pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap
dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, pengawasan dan
pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).
Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga
pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-
waktu tentangn perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan
hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).

Hakim dapat membicarakan denagn kepala lembaga pemasyarakatan tentang
cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan
dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan
secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).®

5. Hapusnya Hak Eksekusi Pada Umumnya

Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan

pertama akan melakukan eksekusi (Pasal 270 KUHAP). Akan tetapi, adakalanya

jaksa tidak dapat melakukan eksekusi atau hak eksekusi telah habis sehingga

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan untuk

selama-lamanya. Hal ini dapat terjadi karena hal-hal berikut:

8 Hendrastanto, dkk. Op.Cit. him. 100-101



a)

b)
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Kematian terpidana

Doktrin menganut paham bahwa hukuman atau pidana dijatuhkan semata-
mata terhadap pribadi terpidana atau si terhukum, karenanya tidak dapat
dibebankan kepada ahli waris. Dengan demikian, jika terpidana meninggal
dunia, hak eksekusi tidak dapat dilakukan. Terhadap ketentuan di atas,
dahulu ada pengecualian yang dimuat dalam Pasal 368 HIR yang berbunyi
sebagai berikut. “Jika orang yang melakukan pelanggaran pidana telah
meninggal setelah putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, maka dalam
perkara-perkara pelanggaran peraturan pajak dan cukai, semua denda dan
perampasan serta biaya-biayanya ditagih dari ahli-ahli waris atau wakil-
wakil orang yang meninggal itu.” Akan tetapi, ketentuan di atas tidak dianut
oleh KUHAP. Sebaiknya dalam rangka penyempurnaan KUHAP, hal
tersebut perlu mendapat perhatian.

Daluwarsa

Ketentuan tentang daluwarsa hak eksekusi dimuat dalam Pasal 84 KUHP
yang berbunyi sebagai berikut. (1) Hak menjalankan hukuman hilang karena
daluwarsa (2) Tenggang daluwarsa ini untuk pelanggaran-pelanggaran,
lamanya dua tahun, untuk kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan,
lamanya lima tahun, dan untuk kejahatan lain, lamanya sama dengan lebih
tenggang daluwarsa hak menuntut pidana, ditambah sepertiga. (3) Tenggang
daluwarsa ini sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang
telah dijatuhkan. (4) Hak menjalankan hukuman mati tidak kena daluwarsa.
Berkenaan dengan Pasal 84 Ayat (3) KUHP, menjadi kabur jika terpidana
dijatuhkan hukuman seumur hidup. Sayogyanya hal ini termasuk Ayat (4).
Grasi

Ketentuan tentang grasi dimuat dalam Pasal 14 UUD 1945. Pengertian grasi
adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh hukuman
yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi hukuman, atau menukar
hukuman pokok yang berat dengan suatu hukuman yang lebih ringan.
Dahulu, grasi ini merupakan hak raja sehingga dianggap sebagai anugerah
raja. Akan tetapi, pada saat ini grasi merupakan suatu alat untuk
menghapuskan suatu yang dirasa tidak adil jika hukum yang berlaku
menimbulkan kekurangadilan. Prihal grasi ini sekarang diatur oleh Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.®

8 Andi Hamzah, Op.Cit. him. 77-78



1IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Peran jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak pidana narkotika di
Kejaksaan Negeri Menggala lebih dominan sebagai peran faktual, karena
didasarkan pada fakta yaitu jaksa mengeksekusi asset terpidana narkotika
berdasarkan ~ Putusan  Pengadilan  Negeri Menggala ~ Nomor:
118/Pid.B/2011/PN.Mgl berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna
hitam No.Pol. BK 1035 JB dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia Type
1112 yang dirampas untuk Negara. Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri
Menggala dilaksanakan dengan prosedur yaitu Penitera mengirimkkan
salinan surat putusan kepada jaksa, selanjutnya jaksa melaksanakan eksekusi

barang rampasan tindak pidana narkotika.

2. Faktor-faktor penghambat jaksa dalam eksekusi barang rampasan tindak
pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Menggala adalah: Faktor Substansi
hukum, yaitu tidak berjalannya Pasal 39 KUHP dalam praktik di lapangan
apabila barang tersebut berhubungan dengan finance (pihak ketiga) selaku
pemegang hak jaminan fidusia dan tidak adanya aturan khusus yang

mengatur lelang barang rampasan dalam KUHAP Jaksa selaku eksekutor
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barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat
Edaran Nomor : SE-03/B/B.5 /8/1988 tentang Penyelesaian Barang
Rampasan yang kurang spesifik dalam mengatur teknis operasional lelang
barang rampasan. Faktor penegak hukum, yaitu keterlambatan penerimaan
putusan dari institusi pengadilan dan masih kurang optimalnya pelaksanaan
tugas Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan hakim serta tidak adanya
anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang dan

belum tersedia Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang
secara khusus mengatur pengelolaan barang rampasan yang terkait jaminan
fidusia. Aturan yang sebaiknya dibuat kelak dapat melindungi pihak yang
merasa dirugikan atas lelang yang dilakukan kejaksaan, terutama yang
berhubungan dengan jaminan fidusia

2. Hendaknya Kejaksaan mengalokasikan anggaran tahunan  untuk
dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan. Alokasi
anggaran ini sangat penting dalam rangka melakukan perawatan terhadap
barang rampasan yang berpotensi mengalami nilai jual, sehingga harga jual

kembalinya dalam proses lelang masih relatif tinggi.
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